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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Menurut  peraturan  Menteri No 113 tahun 2014 desa adalah desa dan 

desa adat atau  yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa 

adalah kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul 

dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

      Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No 113 Tahun 2014  merupakan dana yang  bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataaan  kemampuan  keuangan  antar desa untuk mendanai kebutuhan 

desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan  serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari 

dana perimbangan APBN yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus (DAK) sebesar 10%. ADD yang diberikan  pemerintah daerah 

bertujuan unutk memberikan ruang yang besar bagi masyarakat desa agar 

dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. 

Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah banyak menunjukan  

peningkatan  pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
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dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh 

masyarakat desa, karena masih kurangnya partisipasi  masyarakat akibat 

kurangnya sosialisasi  pemerintah kepada masyarakat desa. 

       Keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan alokasi dana desa tidak 

saja dipengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintah beserta 

perangkat desa namun tak kalah pentingnya partisipasi masyarakat sebagai 

pendukung kegiatan baik fisik maupun nonfisik. Ditempuh upaya untuk 

membangkitkan partisipasi  masyarakat dalam  pelaksanaan  alokasi dana 

desa upaya antara lain dengan memberikan bantuan dana sebagai stimulan 

atau penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan teknis melalui petugas 

lapangan agar masyarakat mampu sebagai subjek dari pelaksanaan kegiatan. 

      Partisipasi Menurut Mardiasmo (2009: 18) adalah keterlibatan 

masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif.  

      Partisipasi Masyarakat Menurut V. Wiratna (2015: 36) adalah 

kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh 

komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses 

pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang 

menitik beratkan pada peran serta masyarakat. 

      Partisipasi masyarakat merupakan salah faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat  
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pedesaan. Aparat desa memiliki  peranan  penting dalam pelaksanaan 

pengelolaan alokasi dana desa agar dana desa dapat digunakan secara efektif. 

Namun selain aparat desa, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan  

penting dalam  pengelolaan ADD guna membangun  desa. Kegagalan  

berbagai  program  pembangunan desa di masa lau disebabkan antara lain 

karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program 

pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Diperlukan dukungan, kerjasama  

dan partisipasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun dari pihak 

masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut sehingga alokasi dana desa dapat 

terealisasi dengan cepat. 

      Menurut Mardiasmo (2009: 18) salah satu karakteristik Good 

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi. 

Selanjutnya, UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan 

Good Governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun  tidak langsung melalui  lembaga 

perwakilan yang  dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dibangun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 

   Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Alokasi Dana Desa menurut 

permendagri No 113 tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima 
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kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pada masa orde 

baru secara subtansional pembangunan desa cenderung dilakukan secara 

seragam atau penyeragaman oleh pemerintah pusat, program pembangunan 

desa lebih cenderung top-down pada era reformasi secara subtansional 

pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. 

Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil 

posisi sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. 

  Beberapa Fenomena tentang Partisipasi Masyarakat dikemukakan 

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo dikutip dari kompas.com. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan 

terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kasus ini 

melibatkan Bupati Pamekasan Achmad Syafi'i dan Kepala Kejaksaan Negeri 

Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi 

Indra Prasetya diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan 

penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. Menanggapi hal itu 

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Jangan sampai anggaran dana desa itu 

hanya dikerjakan sekelompok kecil orang. Bagaimanapun partisipasi 

masyarakat harus bisa optimal, masyarakat harus ikut mengawasi 

pengelolaan dana desa. 

   Fenomena Selanjutnya dikemukakan Juru Bicara KPK Febri 

Diansyah dikutip dari kompas.com. sekitar 87 laporan dugaan korupsi t       

           yang masuk ke KPK ditindaklanjuti, jumlah tersebut merupakan 
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bagian dari total 363 laporan dugaan penyimpanan dana desa yang masuk 

dari laporan masyarakat, Febri mengatakan KPK berharap partisipasi 

masyarakat lebih luas terkait pemanta uan dana desa di masing-masing lokasi 

mereka. 

   Fenomena Selanjutnya dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dikutip dari 

kompas.com. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta partisipasi masyarakat dalam 

mengawal dana desa, pengawalan perlu dilakukan, sebab Eko menyadari 

penyaluran dana desa rentan diselewengkan. Eko mengatakan bahwa dirinya 

meminta bantuan juga dari pemerintahan dalam negeri dalam mengawal dana 

desa supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam mengawasi 

penyelewenangan dana desa oleh aparat desa. 

 Fenomena Selanjutnya dikemukakan Kapolri, Jenderal Pol Tito 

Karnavian dikutip dari kompas.com. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 

mengatakan, cukup banyak pelanggaran yang ditemukan dalam pengelolaan 

dana desa, setidaknya ada 214 kasus berkaitan dengan penyelewengan dana 

desa yang ditangani Polri dalam lima tahun terakhir. Selain menangani kasus 

dana desa kapolri juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

menyusun dan menganggarkan penggunaan dana desa untuk program yang 

dibutuhkan. 

  Berdasarkan beberapa fenomena di atas terlihat bahwa banyak 

terjadinya penyelewengan dan juga korupsi dana desa karena kurangnya 
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partisipasi masyarakat. Di sinilah  partisipasi masyarakat berperan sangat 

penting dalam pengelolaan juga pengawasan  dana desa. sehingga tidak 

terjadi penyelewengan dan juga korupsi oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

 Kecamatan jejawi kabupaten ogan komering ilir  merupakan salah satu 

dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten ogan komering ilir, provinsi 

sumatera selatan, luas wilayah kecamatan jejawi 21.898 Ha dan kecamatan 

jejawi meliputi 19 desa. Adapun penelitian ini dilakukan pada 3 desa di 

kecamatan jejawi yakni desa lingkis, muara batun, dan tanjung aur. 

Tabel I.1 

Profil Desa Tahun 2017 

Desa Lingkis Desa Muara Batun dan Desa Tanjung Aur 

 

NO Keterangan Lingkis Muara 

Batun 

Tanjung 

Aur 

1 Jumlah Warga Desa 4.373  3.785 1.643 

2 Jenis Kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

2.289 

2.084 

 

1.920 

1.865 

 

832 

811 

3 Pendidikan Terakhir: 

Tidak sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

Kuliah 

 

456 

358 

547 

213 

69 

 

442 

398 

469 

184 

45 

 

226 

248 

145 

86 

26 

       Sumber: peneliti, 2018 

 Desa lingkis memiliki kisaran luas wilayah 1.860 Ha dengan jumlah 

penduduk kisaran 4.373 jiwa,  desa muara batun memiliki kisaran luas 

wilayah 1.645 Ha dengan jumnlah penduduk 3.785 jiwa dan desa tanjung aur 

memiliki kisaran luas wilayah 832 Ha dengan kisaran jumlah penduduk 1.643 

jiwa. 
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Tabel I.2 

 Alokasi Dana Desa TA 2017 

Pada 3 Desa Di Kecamatan Jejawi 

 

NO DESA ALOKASI 

DANA DESA 

REALISASI 

1 Lingkis 530.437.750 528.437.750 

2 Muara Batun 509.237.750 483.437.750 

3 Tanjung Aur 492.937.750 485.220.000 

                       JUMLAH 1.532.613.250   1.497.095.500 

        Sumber: peneliti, 2018 (diolah) 

 

 Berdasarkan  tabel I.1 menunjukkan bahwa pemberian ADD tahun 

2017 cukup besar  pada setiap desanya,  yaitu pada desa lingkis Rp 

530.437.750,  pada desa muara batun Rp 509.437.750 dan pada desa tanjung 

aur Rp 492.937.750 maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dan juga pengawasan langsung terhadap  ADD agar tidak terjadi 

penyelewengan dan juga tidak terjadinya penyalahgunaan. ADD tahun 

anggaran 2017 pada desa lingkis, muara batun dan tanjung aur diperuntukkan 

untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu  

70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan untuk pemberdayaan 

masyarakat dan 30% untuk penyeleggaraan pemerintah desa. Alokasi Dana 

Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk 

perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi 

perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta 

pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa dan penguatan 

kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. 

Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan 
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pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah 

desa dan badan permusyawaratan desa. 

 Tahap perencanaan pembangunan merupakan awal dari pengelolaan 

ADD,  pada tahapan ini partispasi masyarakat berupa kehadiran masyarakat 

pada rapat musyawarah desa. Tujuan diadakannya musyawarah melalui 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu memberi ruang pada masyarakat 

untuk menyampaikan aspirasinya dan juga usulan mengenai apa saja yang 

dibutuhkan masyarakat supaya ADD dapat berjalan dengan baik dan tepat 

sasaran berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Adapun partisipasi 

masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan pada desa lingkis, muara 

batun dan tanjung aur dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini. 

Tabel I.3 

 Daftar Kehadiran Peserta Rapat Musyawarah Desa 

 Perencanaan Pembangunan tahun 2017  

 

NO Unsur Peserta Lingkis Muara 

Batun 

Tanjung 

Aur 

1. Ketua RT 8 orang 7 orang 5 orang 

2. Ketua RW 4 orang 4 orang 2 orang 

3. BPD 2 orang 2 orang 2 orang 

4. Tokoh Masyarakat 31 orang 7 orang 22 orang 

5. Unsur kecamatan 2 orang 2 orang 2 orang 

6. Polsek 1 orang 2 orang 2 orang 

7. Puskesmas  1 orang 2 orang 2 orang 

 JUMLAH 49 orang 26 orang 37 orang 

          Sumber: peneliti , 2018 

 

   Berdasarkan tabel I.2 menunjukan bahwa tingkat kehadiran 

masyarakat pada desa lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur sangat 

rendah yakni pada desa lingkis 31 orang, desa muara batun 7 orang, desa 

tanjung aur 22 orang. Hal ini menunjukan bahwa kepedulian/tingkat 
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kesadaran masyarakat sangat rendah. Berdasarkan observasi dan wawancara 

awal yang dilakukan peneliti, kurangnya partisipasi masyarakat pada desa 

lingkis, desa muara batun dan desa tanjung aur dikarenakan kurangnya 

kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam pengelolaan ADD 

sehingga banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi. Kondisi ini 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada desa lingkis, 

desa muara batun dan desa tanjung aur serta masih banyak masyarakat yang 

kurang mengerti dan memahami apa itu ADD.  

  Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana 

desa berpengaruh besar terhadap pembangunan dan program di desa, 

dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. 

Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa 

dengan baik maka program-program dan pembangunan desa akan tepat 

sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan akan bermuara pada 

kesejahteraan masyarakat. 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

3 Desa Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir” 
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B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor 

penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa 

(ADD) pada 3 desa di kecamatan jejawi kabupaten OKI? 

 

C. Tujuan Penelitian  

   Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada 3 desa di kecamatan jejawi 

kabupaten OKI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

   Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini di harapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantarannya : 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD). 

2. Bagi 3 Desa di Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor 

penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa 
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(ADD) sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan ADD. 

3. Bagi Almamater 

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan 

menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa 

yang akan datang. 
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